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PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN 
KREDIT KONTRAKTUAL DAN NON KONTRAKTUAL DENGAN 





Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kredit kontraktual 
dan non kontraktual dengan jaminan sertifikat hak milik, untuk mengetahui 
permasalahan yang muncul dalam perjanjian kredit secara kontraktual dan non 
kontraktual dengan jaminan sertifikat hak milik dengan jaminan sertifikat hak milik , 
dan mengetahui perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian kontraktual 
dan non kontraktual dengan jaminan sertifikat hak milik. Metode penelitian yang 
digunakan adalah yuridis empiris dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data 
terdiri dari data primer yaitu hasil wawancara dan data sekunder yaitu data hukum 
primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan, 
wawancara dan observasi, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian kredit kontraktual dengan 
jaminan sertifikat hak milik sudah sesuai dengan undang-undang, sedangkan 
perjanjian kredit non kontraktual dengan jaminan sertifikat hak milik hanya 
dilakukan dengan dasar kepercayaan antara kedua belah pihak. Perlindungan hukum 
yang proporsional bagi para pihak yaitu dengan adanya perlindungan baik preventif 
maupun represif. Adapun masalah yang ditimbulkan akibat adanya perjanjian kredit 
tersebut adalah wanprestasi, seperti debitur yang tidak membayar pinjaman tepat 
waktu dan kredit macet. 
 
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Perjanjian Kredit, Perjanjian Kontraktual, Non 




This research aims to know the implementation of the credit agreement is contractual 
and non contractual warranty certificate of property rights, to know the problems that 
arise in a credit agreement are contractual and non contractual warranty certificate 
warranty certificate with proprietary ownership rights, and knowing the legal 
protection for the parties in the agreement contractual and non contractual warranty 
certificate of property rights. Research methods used are empirical juridical with the 
kind of descriptive research. The source of primary data consists of data that is the 
result of interviews and secondary data is data that is the primary law, secondary and 
tertiary. Method of data collection with the study of librarianship, interview and 
observation, further data were analyzed qualitatively. Method of data collection with 
the study of librarianship, interview and observation, further data were analyzed 
qualitatively. The results showed that the implementation of credit agreement 
contractual warranty certificate of property is in compliance with the legislation, 
while a credit agreement are non contractual warranty certificate of property rights 
could be made only on the basis of trust between both parties. Legal protection 





protection. As for the problems arising due to the credit agreement is a tort, such as a 
debtor does not pay the loan on time and bad credit. 
 
Keywords: Legal protection, Credit Agreements, Contractual Agreements, Non   
Contractual, Warranty Certificate Of Property Right. 
 
1. PENDAHULUAN 
Utang atau pinjaman uang merupakan perbuatan normal dalam 
masyarakat Indonesia baik pinjaman yang adanya bunga pinjaman maupun yang 
tidak memakai bunga pinjaman. Pelaksanaan perjanjian utang piutang dalam dunia 
perbankan disebut dengan istilah kredit.1  Penyerahan barang jaminan atau agunan 
merupakan syarat mutlak dalam pemberian kredit oleh pihak kreditur.  
Perjanjian atau kontrak adalah perbuatan yang dilakukan dua orang atau 
lebih yang isi perjanjian tersebut didasarkan atas kesepakatan atau persetujuan 
bersama.2  Syarat-syarat perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu: 
Adanya kesepakatan di antara para pihak; kecakapan untuk membuat suatu 
perikatan; suatu hal tertentu; dan suatu sebab yang halal. Perjanjian non kontraktual 
adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam KUHPer tetapi timbul dan 
berkembang di masyarakat berdasarkan asas kebebasan berkontrak menurut Pasal 
1338 KUHPer.  
Kredit dalam kegiatan perbankan merupakan kegiatan usaha yang paling 
utama, karena pendapatan terbesar dari usaha bank berasal dari pendapatan usaha 
kredit yaitu berupa bunga dan provisi. Usaha perkreditan merupakan suatu bidang 
usaha dari perbankan yang sangat luas cakupannya serta membutuhkan penanganan 
yang profesional dengan integritas moral yang tinggi.  
Kredit berasal dari kata “credere” yang diambil dari bahasa Romawi 
yang berarti kepercayaan.3 Bila seseorang atau badan usaha mendapat fasilitas kredit 
dari bank, berarti dia mendapat kepercayaan pinjaman dana dari bank pemberi 
kredit.  
                                                          
1 R. Subekti, Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia, Cet.1 (Bandung 
: PT. Citra Adita Bakti), 1999, hlm. 1. 
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Hasanuddin Rahman mengemukakan, empat unsur kredit sebagai 
berikut: Kepercayaan, bahwa setiap pemberian kredit dilandasi oleh keyakinan bank 
bahwa kredit tersebut akan dibayar kembali oleh debitur sesuai dengan jangka waktu 
yang sudah diperjanjikan; Jangka Waktu, bahwa antara pemberian kredit oleh bank 
dengan pembayaran kembali oleh debitur tidak dilakukan pada waktu yang 
bersamaan, melainkan dipisahkan oleh tenggang waktu; Risiko, bahwa setiap 
pemberian kredit jenis apapun akan terkandung risiko dalam jangka waktu antara 
pemberian kredit dan pembayaran kembali. Ini berarti makin panjang jangka waktu 
kredit, makin tinggi risiko kredit tersebut; Prestasi, bahwa setiap kesepakatan yang 
terjadi antara bank dan debitur mengenai pemberian kredit, maka pada saat itu pula 
akan terjadi suatu prestasi dan kontra prestasi.4 
Penggunaan hak atas tanah sebagai jaminan dalam pemberian kredit 
dianggap paling aman oleh pihak kreditur karena pada umumnya mudah dijual, 
harganya terus meningkat, tidak mudah musnah, mempunyai tanda bukti hak, serta 
dapat dibebani hak tanggungan yang memberikan kedudukan istimewa kepada 
kreditur sebagai kreditur preferen. Istilah jaminan berasal dari Bahasa Belanda, yaitu 
“zekerheid atau cautie”, yang secara umum dalam bahasa Indonesia diartikan 
sebagai cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihan, disamping pertanggungan 
jawab umum debitur terhadap barang-barangnya. 
Kedudukan kreditur preferen atau kreditur yang diutamakan inilah yang 
dapat membuat seorang kreditur melakukan eksekusi terhadap barang jaminan atau 
agunan milik debitur. Hal tersebut diatur didalam Pasal 6 Undang-Undang Hak 
Tanggungan, yang mejelaskan jika seorang debitur melakukan cidera janji atau 
wanprestasi, maka pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk 
menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum 
serta serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan. 
 Proses pemberian Hak Tanggungan pada Pasal 10 ayat (1) UUHT 
dikatakan harus didahului dengan janji untuk memberikan Hak Tanggungan sebagai 
jaminan pelunasan hutang tertentu. Janji itu wajib dituangkan di dalam dan 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian yang menimbulkan 
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hubungan hukum hutang-piutang dimaksud. Perjanjian ini biasa disebut perjanjian 
pokok. Jadi, pemberian Hak Tanggungan harus dinyatakan dalam perjanjian pokok 
tersebut. Hal ini sesuai dengan sifat dari Hak Tanggungan yang merupakan 
perjanjian ikutan (perjanjian accessoir) dari perjanjian pokoknya. 
Sertifikat Hak tanggungan diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional 
(BPN) melalui Akta Pemberian Hak Tanggungan yang dibuat oleh PPAT. 
Penggunaan hak atas tanah sebagai jaminan diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah. Penerbitan 
sertifikat hak tanggungan adalah salah satu upaya preventif yang dilakukan oleh 
pihak kreditur, apabila pihak debitur melakukan wanprestasi. Pihak kreditur dapat 
melakukan sita eksekutorial terhadap jaminan dengan dasar sertifikat hak 
tanggungan yang dimiliki oleh kreditur. 
Perjanjian non kontraktual adalah perjanjian yang dibuat secara tidak 
tertulis atau hanya dibuat berdasarkan lisan saja dan tidak ada kontrak antara para 
pihak. Jumlah perjanjian ini tidak terbatas dengan nama yang disesuaikan dengan 
kebutuhan pihak-pihak yang membuatnya. Masyarakat cenderung melakukan 
perjanjian non kontraktual dikarenakan sanksi hukum yang lebih besar dibandingkan 
dengan agunan ataupun hasil kredit, estimasi biaya kontrak lebih besar dibandingkan 
dengan agunan ataupun hasil kredit, proses yang mudah dan cepat, dan berdasarkan 
sistem kepercayaan. 5 
Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: Pertama,  
bagaimana praktik pelaksanaan perjanjian kredit kontraktual dan non kontraktual 
dengan jaminan sertifikat hak milik di Kabupaten Karanganyar. Kedua, bagaimana 
permasalahan yang muncul dalam perjanjian kredit kontraktual dan non  kontraktual 
dengan jaminan sertifikat hak milik di Kabupaten Karanganyar. Ketiga, bagaimana 
perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian kredit kontraktual dan non 
kontraktual dengan jaminan sertifikat hak milik di Kabupaten Karanganyar. 
Tujuan dalam penelitian ini adalah: Pertama, mengetahui praktik 
pelaksanaan perjanjian kredit kontraktual non kontraktual dengan jaminan sertifikat 
hak milik di Kabupaten Karanganyar. Kedua, mengetahui permasalahan yang 
                                                          






muncul dalam perjanjian kredit kontraktual dan non kontraktual dengan jaminan 
sertifikat hak milik di kabupaten Karanganyar. Ketiga, mengetahui perlindungan 
hukum bagi para pihak dalam perjanjian kredit kontraktual  non kontraktual dengan 
jaminan sertifikat hak milik di Kabupaten Karanganyar.  
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah dapat memberikan sumbangan 
jawaban masalah yang sedang diteliti oleh penulis dan untuk lebih mengembangkan 
daya pikir dan analisa yang akan membentuk pola pikir dinamis, sekaligus mengukur 
sejauh mana kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, 
yaitu suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis tentang sejauh manakah 
suatu peraturan / perundang-undangan atau hukum yang sedang berlaku secara 
efektif.6 Sumber data terdiri dari data primer yaitu hasil wawancara dan data 
sekunder yaitu data hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data 
dengan studi kepustakaan dan wawancara kemudian dianalisis secara kualitatif. 
 
2. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
2.1 Praktek Pelaksanaan Perjanjian Kredit Kontraktual Dan Non Kontraktual 
Dengan Jaminan Sertifikat Hak Milik Di Kabupaten Karanganyar 
 
Praktek Pelaksanaan Perjanjian Kredit kontraktual dengan jaminan 
sertifikat hak milik di Kabupaten Karanganyar antara Bank Karanganyar selaku 
pihak kreditur dengan Tuan Joko Surmanto selaku debitur, dilakukan dengan 
beberapa syarat dan tahap sebelum pihak kreditur memberikan pinjaman sebesar Rp 
150.000.000,- dengan nilai tanggungan sebesar Rp 225.00.000,- dengan jaminan 
sertifikat hak milik nomor 1463, seluas 232m2 yang terletak di Jaten, Kabupaten 
Karanganyar. Pihak debitur wajib melengkapi syarat-syarat dan ketentuan yang telah 
ditentukan oleh pihak kreditur. Setelah semua syarat dan ketentuan dinyatakan 
lengkap pihak kreditur, lalu kreditur melakukan analisis terhadap calon debiturnya 
dan objek jaminan yang diajukan untuk dijadikan jaminan atau agunan sesuai dengan 
prinsip 5C. 
                                                          





Prinsip 5C yang dimaksud diatas, adalah sebagai berikut (1) Character 
adalah data tentang kepribadian dari calon pelanggan seperti sifat-sifat pribadi, 
kebiasaan-kebiasaannya, cara hidup, keadaan dan latar belakang keluarga. (2) 
Capacity merupakan kemampuan calon nasabah dalam mengelola usahanya yang 
dapat dilihat dari pendidikannya, pengalaman mengelola usaha (business record)nya, 
sejarah perusahaan yang pernah dikelola (pernah mengalami masa sulit apa tidak, 
bagaimana mengatasi kesulitan). (3) Capital adalah kondisi kekayaan yang dimiliki 
oleh perusahaan yang dikelolanya. Dari kondisi di atas bisa dinilai apakah layak 
calon pelanggan diberi pembiayaan, dan beberapa besar plafon pembiayaan yang 
layak diberikan. (4) Collateral adalah jaminan yang mungkin bisa disita apabila 
ternyata calon pelanggan benar-benar tidak bisa memenuhi kewajibannya. Collateral 
ini diperhitungkan paling akhir, artinya bilamana masih ada suatu kesangsian dalam 
pertimbangan-pertimbangan yang lain, maka bisa menilai harta yang mungkin bisa 
dijadikan jaminan. (5) Condition adalah pembiayaan yang diberikan juga perlu 
mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon 
nasabah. Ada suatu usaha yang sangat tergantung dari kondisi perekonomian, oleh 
karena itu perlu mengaitkan kondisi ekonomi dengan usaha calon pelanggan.  
Pihak Kreditur dan debitur selanjutnya melakukan pengikatan jaminan 
dengan perjanjian akad kredit yang dilakukan dihadapan notaris.7 Setelah dilakukan 
perjanjian akad kredit, pihak kreditur lalu membebankan hak tanggungan terhadap 
sertifikat jaminan tersebut dengan dibuatkan Akta Pemberian Hak Tanggungan 
(APHT) oleh PPAT dan sertifikat hak tanggungan tersebut diterbitkan oleh Badan 
Pertanahan Nasioanal (BPN).  
Pendaftaran Hak Tanggungan merupakan perwujudan dari asas publisitas 
dalam jaminan hak tanggungan yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum 
kepada para pihak yang berkepentingan dalam jaminan Hak Tanggungan dan 
memberikan hak preferen kepada penerima jaminan Hak Tanggungan terhadap 
kreditor lain. Dengan didaftarkannya Hak Tanggungan maka akan muncul hak 
kebendaan, munculnya hak kebendaan ini mengakibatkan kedudukan kreditor 
pemegang hak tanggungan menjadi kreditor preferen.  
                                                          





Sedangkan praktek pelaksanaan pemberian kredit non kontraktual 
dengan jaminan sertifikat hak milik di kabupaten Karanganyar, Pihak kreditur yaitu 
Tn. Y dan pihak debitur Tn. H, sesuai dengan kesepakatan bersama melakukan 
perjanjian hutang piutang secara non kontraktual. Tuan H sebagai debitur meminta 
pinjaman sebesar Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah ) kepada pihak 
kreditur Tn. Y dengan jaminan Sertifikat Tanah dengan no: xxxxxxxx atas nama: 
xxxxxxx luas tanah 130 m2 senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Tuan Y 
dan Tuan H menentukan kesepakatan tentang besarnya angsuran tiap bulan yaitu 
sebesar Rp 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan imbalan bunga setiap 
angsuran Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai jasa peminjaman. Setelah 
kesepakatan mengenai hutang piutang tersebut terjadi, selanjutnya tuan H 
menyerahkan sertifikat miliknya kepada tuan Y. Tuan Y hanya mengecek letak dan 
luas sertifikat tersebut apakah sudah sesuai dengan obyek jaminan yang telah 
disepakati bersama dan saat itu juga debitur, yaitu tuan H langsung menerima uang 
pinjaman sebesar Rp. 55.000.000,-.  
Menurut penjelasan dari tuan Y, dia hanya memberikan bukti berupa 
tandaterima kepada para debiturnya yang telah membayar cicilan angsuran setiap 
bulannya. Debitur dan kreditur tidak perlu melakukan penandatanganan perjanjian 
kredit dihadapan notaris, akan tetapi cukup berdasarkan dengan asas kepercayaan  
saja.8 Pihak Kreditur tidak perlu melakukan analisis sesuai dengan prinsip 5C, akan 
tetapi pihak kreditur hanya melakukan analisis terhadap letak objek jaminannya saja. 
Kreditur hanya memberikan bukti berupa tandaterima kepada para debiturnya yang 
telah membayar cicilan angsuran setiap bulannya. 
 
2.2 Permasalahan Yang Muncul Dalam Perjanjian Kredit Kontraktual Dan 
Non  Kontraktual Dengan Jaminan Sertifikat Hak Milik Di Kabupaten 
Karanganyar 
 
Permasalahan yang muncul didalam perjanjian kredit kontraktual dengan 
jaminan sertifikat hak milik atas tanah menurut hasil wawancara dengan BPR Bank 
                                                          





Karanganyar selaku kreditur adalah wanprestasi. Wanprestasi (kelalaian atau 
kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam, Pertama, tidak melakukan  
apa yang disanggupi akan dilakukannya; Kedua, melaksanakan apa yang 
dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; Ketiga, melakukan apa yang 
dijanjikan, tetapi terlambat; dan terakhir, melakukan sesuatu yang menurut 
perjanjian tidak boleh dilakukannya. 
 Dalam masalah wanprestasi yang sering dilakukan oleh pihak debitur 
adalah terlambatnya membayar angsuran terhadap pihak kreditur sesuai dengan 
perjanjian kredit yang telah disepakati. Selain keterlambatan pembayaran angsuran, 
berdasarkan hasil wawancara bersama kepala BPR bank Karanganyar menjelaskan 
bahwa dari keseluruhan nasabah, 30% nasabah mengalami kredit macet. Penyebab 
terjadinya kredit macet adalah para nasabah biasanya kurang bertanggung jawab 
akan kewajibanya kepada kreditur dan pihak kreditur kurang berhati-hati dalam 
melakukan analisis terhadap calon nasabahnya.  
Kredit macet adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup 
membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah 
diperjanjikan.9 Penyelesaian masalah kredit macet biasanya dilakukan dengan cara 
rescheduling atau penjadwalan kembali dimana hal tersebut merupakan upaya yang 
dilakukan oleh pihak kreditur untuk menyelamatkan kredit yang diberikannya 
kepada debitur, reconditioning merupakan usaha pihak kreditur untuk 
menyelamatkan kredit yang diberikannya dengan cara mengubah sebagian atau 
seluruh kondisi (persyaratan) yang semula disepakati bersama pihak debitur dan 
dituangkan dalam perjanjian kredit (PK), dan restructuring atau restrukturisasi adalah 
usaha penyelamatan kredit yang terpaksa harus dilakukan kreditur dengan cara 
mengubah komposisi pembiayaan yang mendasari pemberian kredit.10 
Tidak jauh berbeda dengan permasalahan yang sering muncul dalam 
perjanjian kredit secara kontraktual, persoalan wanprestasi tersebut juga menjadi 
masalah yang timbul didalam perjanjian kredit non kontraktual. Masalah wanprestasi 
yang ditimbulkan akibat perjanjian kredit non kontraktual lebih rumit dan kompleks, 
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mengingat perjanjian kredit non kontraktual ini hanya sebatas kesepakatan antara 
kedua belah pihak saja. Pihak debitur dan pihak kreditur memiliki resiko yang sama 
besarnya dalam melakukan perjanjian non kontraktual apabila terjadi masalah yang 
timbul dalam perjanjian ini. Penyelesaian masalah wanprestasi dalam perjanjian non 
kontraktual yang dilakukan oleh pihak kreditur sesuai dengan teori rescheduling atau 
penjadwalan kembali dimana hal tersebut merupakan upaya yang dilakukan oleh 
pihak kreditur untuk menyelamatkan kredit yang diberikannya kepada debitur. Cara 
ini dilakukan apabila pihak debitur tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya 
dalam hal pembayaran kembali angsuran pokok maupun bunga kredit. 
 
2.3 Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit 
Kontraktual Dan Non Kontraktual Dengan Jaminan Sertifikat Hak Milik 
Di Kabupaten Karanganyar 
 
Perlindungan hukum dalam perjanjian kontraktual dengan jaminan 
sertifikat hak milik di Kabupaten Karanganyar sudah sangat jelas dan kuat karena 
telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 10 tahun 1999 jo Undang-Undang 
Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Perlindungan preventif dalam 
perjanjian pihak kreditur harus melakukan analisis terlebih dahulu kepada calon 
debiturnya tentang objek jaminannya seperti keabsahan surat-surat atau dokumen-
dokumennya dengan melakukan survey kepada calon debiturnya serta letak objek 
jaminan tersebut. Setelah itu dilakukan pengikatan jaminan dengan penandatanganan 
akad perjanjian yang dilakukan oleh pihak debitur dengan kreditur dihadapan 
notaris. Hal terakhir yang dilakukan adalah mendaftarkan sertifikat jaminan untuk 
dijadikan sertifikat Hak Tanggungan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN).  
Bentuk perlindungan represifnya adalah eksekusi jaminan dengan dasar 
sertifikat hak tanggungan yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasioanl  
Pertanahan Nasioanl (BPN). Eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh 





dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara. Eksekusi tiada lain dari pada 
tindakan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata.11 
Dasar dilakukannya eksekusi adalah adanya sertifikat Hak Tanggungan 
yang dikeluarkan oleh BPN, dimana didalam sertifikat Hak Tanggungan tersebut 
terdapat irah-irahan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG 
MAHA ESA” yang dimana mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan 
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku 
sebagai pengganti grosse acte hypotheek sepanjang mengenai hak atas tanah. Jadi, 
irah-irah yang dicantumkan pada sertipikat Hak Tanggungan tersebut dimaksudkan 
untuk menegaskan adanya kekuatan eksekutorial pada sertipikat Hak Tanggungan 
sehingga apabila debitor cidera janji (wanprestasi) siap untuk dieksekusi seperti 
halnya suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.  
Didalam perjanjian kredit non kontraktual perlindungan hukum yang 
memayungi sangat lemah bahkan tidak ada. Hal tersebut dikarenakan perjanjian 
kredit non kontraktual merupakan perjanjian kredit yang didasarkan pada asas 
kepercayaan saja tanpa ada bukti tertulis. Jadi, apabila terjadi masalah wanprestasi 
biasanya pihak kreditur memberikan peringatan kepada debitur untuk membayar 
angsuran dengan segera. Apabila sudah melebihi batas bulan kreditur memberikan 
sanksi berupa menjatuhkan denda keterlambatan dengan bunga yang sangat besar. 
Cara untuk mengatasi masalah kredit macet, biasanya pihak kreditur melakukan 




Dari penelitian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa praktik 
pelaksanaan pemberian kredit secara kontraktual lebih memakan banyak waktu, 
biaya, dan terkesan rumit. Perjanjian kredit secara kontraktual memiliki kepastian 
hukum yang kuat, sedangkan pelaksanaan perjanjian kredit non kontraktual proses 
pemberian kreditnya juga tidak memakan banyak waktu dan terkesan mudah.  
                                                          
11 M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, (Jakarta: Gramedia 





Permasalahan yang muncul dalam perjanjian kredit kontraktual dan non 
kontraktual dengan jaminan sertifikat hak milik di Kabupaten Karanganyar adalah 
wanprestasi. Bentuk wanprestasi dalam perjanjian kontraktual dan non kontraktual 
biasanya hampir sama seperti debitur tidak membayar angsuran secara tepat waktu 
sesuai dengan kesepakatan antar kedua belah pihak, serta terjadinya kredit macet. 
Perlindungan hukum dalam perjanjian kontraktual dengan jaminan 
sertifikat hak milik di Kabupaten Karanganyar telah diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 10 Tahun 1998 jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak 
Tanggungan dan sudah sangat jelas dan kuat payung hukumnya. Berbeda halnya 
dengan perjanjian kredit kontraktual dengan jaminan sertifikat hak milik. Dalam 
perjanjian kredit non kontraktual, perlindungan hukumnya sangat tidak jelas, dan 
bahkan tidak ada perlindungan hukum yang memayungi para pihak dalam perjanjian 
ini. Dasar kesepakatan dan asas kepercayaan yang hanya dilakukan secara lisan 
tanpa adanya bukti tertulis saja tidak dapat dijadikan dasar dalam melakukan 
tindakan hukum sesuai dengan kesepakatan yang diucap melalui lisan. Pihak debitur 
dan pihak kreditur memiliki resiko yang sama besarnya dalam melakukan perjanjian 
non kontraktual apabila terjadi masalah yang timbul dalam perjanjian ini. 
Saran 
Pertama, bagi masyarakat yang ingin melakukan perjanjian hutang 
piutang sebaiknya dilakukan dengan kreditur yang terpercaya, bonefit, dan aman, 
agar proses perjanjian hutang piutang dilakukan secara kontraktual untuk 
mengantisipasi permasalah yang dapat muncul dalam setelah perjanjian berlangsung. 
Kedua, pemerintah seharusnya menyediakan suatu tempat atau wadah 
untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau sengketa yang muncul akibat 
perjanjian non kontraktual. 
Ketiga, untuk lembaga perbankkan seharusnya lebih bisa bijaksana 
dalam menetapkan jumlah bunga pinjaman yang ringan, agar masyarakat tidak 
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